
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2417/Pdt.G/2017/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Makassar  yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 September 1997, agama

Islam, pekerjaan Pegawai  Salon,  Pendidikan Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di

Kelurahan  Mangasa,  Kecamatan  Tamalate,  Kota

Makassar sebagai  Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 November 1995, agama

Islam,  pekerjaan  tidak  ada,  tempat  kediaman  di

Kelurahan  Maccini  Sombala,  Kecamatan  Tamalate,

Kota Makassar sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat  gugatannya tanggal  12 Desember 2017

telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Makassar,  dengan  Nomor  2417/Pdt.G/2017/PA.Mks,  tanggal  12

Desember 2017,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  adalah isteri  sah  Tergugat,  menikah pada hari  Sabtu,

tanggal  17 Mei  2014  dan tercatat  pada PPN KUA Kecamatan  Tamalate,

Kota  Makassar  dengan  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

439/126/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di

Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3

tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan

pernah  melakukan  hubungan  suami  istri  (ba’da  dukhul)  namun  tidak

dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar  belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat malas bekerja;

- Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnya

sering larut malam;

- Tergugat menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;

6. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  untuk  tetap  mempertahankan

perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat

kediaman bersama sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang karena tidak

tahan atas sikap Tergugat.

8. Bahwa perceraian  sudah  merupakan  alternatif  satu-satunya yang terbaik

bagi  Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh

menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. 

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu

ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat. 

10.Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan

kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Makassar  atau  pejabat  Pengadilan

yang  ditunjuk  untuk  mengirimkan  salinan  putusan  ini  kepada  PPN  KUA

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat,

Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu.
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Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat

mengajukan  gugatan kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Makassar  dengan

perantaraan majelis  hakim yang memeriksa dan mengadili  perkara  ini,  agar

kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap

Penggugat (PENGGUGAT).

3. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Makassar  untuk

mengirimkan salinan Putusan ini kepada  PPN KUA Kecamatan Tamalate,

Kota  Makassar  sebagai  tempat  kediaman  Penggugat,  Tergugat  dan

sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini  diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah

ditetapkan,  Penggugat  telah  hadir di  persidangan sedangkan Tergugat  tidak

datang  dan  tidak  menunjuk  orang  lain  sebagai  kuasa  untuk  menghadap

persidangan setelah kepadanya dipanggil secara resmi dan patut; 

Bahwa  sebelum  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  Penggugat

mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa dalam kesimpulannya  Penggugat menyatakan agar permohonan

pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan. 

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah

dicatat  dalam  berita  acara  sidang,  sehingga  untuk  mempersingkat  uraian

putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  gugatan Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas.
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  Penggugat

telah datang menghadap  di depan  sidang, sedangkan  Tergugat tidak datang

menghadap dipersidangan.

Menimbang,  bahwa  sebelum  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan

Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang,  bahwa  pencabutan  suatu   adalah  hak  bagi  pihak  yang

mengajukan  gugatan,  in  casu  Penggugat,  dan  berdasarkan  Pasal  271  Rv

pencabutan  secara  sepihak  dapat  dibenarkan  sepanjang  Tergugat belum

menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo

sebelum  Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan  Agama Makassar untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir  dengan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-

dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1.   Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2417/Pdt.G/2017/PA

Mks dari Penggugat; 

2.   Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Makassar  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut  dalam register perkara. 

3.   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu  rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Masehi,
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bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M.

Alwi Thaha, S.H.,M.H.  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs.

H.  AR. Buddin,  S.H.,  M.H. masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh  Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
  2.  Proses  Rp50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp190.000,00 
  4.  Redaksi  Rp5.000,00 
  5.  Meterai  Rp6.000,00 
   Jumlah Rp281.000,00
   ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) 
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